
BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, struktur pemerintahan daerah 

mengalami berbagai reformasi untuk menanggapi kebutuhan pengelolaan yang lebih 

efektif. Desentralisasi, yang diperkenalkan melalui berbagai undang-undang seperti 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta 

perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014, memberikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar 

kepada pemerintah daerah. Reformasi ini bertujuan untuk memberikan otonomi yang 

lebih luas kepada daerah agar dapat mengelola potensi lokal dengan lebih optimal.  

Pada masa-masa awal pasca-kemerdekaan, struktur pemerintahan daerah di 

Indonesia umumnya masih sederhana, dengan pengelolaan ekonomi sering kali 

menjadi bagian dari fungsi administratif yang lebih luas. Namun, seiring dengan 

bertambahnya kompleksitas ekonomi dan tuntutan masyarakat, kebutuhan akan unit 

khusus yang fokus pada pengelolaan ekonomi menjadi semakin jelas. Dalam konteks 

Provinsi Lampung, pembentukan Biro Perekonomian Setda menjadi langkah krusial 

untuk mengelola dan mengembangkan aspek ekonomi daerah secara lebih efektif. Biro 

ini memiliki tugas utama dalam perencanaan ekonomi jangka panjang, pelaksanaan 

program-program ekonomi, serta evaluasi dan monitoring.  

Sebagai bagian dari sekretariat daerah, Biro Perekonomian Setda berfungsi untuk 

menyusun rencana strategis pembangunan ekonomi, mengumpulkan dan menganalisis 

data ekonomi, serta mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program-program 

ekonomi. Dalam menghadapi perubahan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah 

yang terus berkembang, biro ini terus beradaptasi dengan penyesuaian struktur, 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan teknologi informasi untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan ekonomi. 

 

 



2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Biro Perekonomian dibawahi langsung oleh Sekretatis Daerah dan berada 

dalam nauangan Sekretariat daerah maka daripada itu perihal Visi dan Misi Biro 

Perekonomian selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Lampung. 

 

2.2.1 Visi Perusahaan 

Rakyat Lampung Berjaya (Aman, Berbudaya, Maju dan Berdaya 

saing,Sejahtera) 

 

2.2.2 Misi Perusahaan 

1) Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan 

damai. 

2) Mewujudkan “good governance ” untuk meningkatkan kualitas dan 

pemerataan pelayanan publik. 

3) Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, 

dan kaum difabel. 

4) Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan 

konektivitas wilayah. 

5) Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan 

wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. 

6) Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk 

kesejahteraan bersama. 

 

2.3 Bidang Usaha Perusahaan 

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Lampung memiliki 

tanggung jawab yang sebanding dengan biro perekonomian di daerah lain, namun 

disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal di Lampung. Berikut adalah 

beberapa fungsi utama yang diemban oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi 

Lampung : 

 



a) Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi: Bertugas untuk menyusun dan 

merumuskan rencana pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung, 

termasuk pembuatan rencana strategis serta tahunan yang sesuai dengan 

prioritas daerah. Tugas ini meliputi pengembangan sektor-sektor ekonomi 

unggulan dan identifikasi potensi ekonomi baru. 

 

b) Analisis Ekonomi: Melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek 

ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi, sektor industri, perdagangan, 

dan investasi. Menyediakan data dan informasi yang relevan untuk 

mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan. 

c) Koordinasi Program Ekonomi: Mengelola koordinasi pelaksanaan berbagai 

program ekonomi di provinsi, termasuk menjalin kerja sama dengan 

pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait lainnya untuk memastikan 

sinergi dan efektivitas pelaksanaan. 

d) Pengembangan Investasi: Tugas ini meliputi identifikasi dan promosi 

peluang investasi di Provinsi Lampung, serta mendukung upaya untuk 

menarik investor baik domestik maupun asing. 

e) Penyusunan Kebijakan dan Regulasi: Menyusun dan memberikan 

rekomendasi terkait kebijakan serta regulasi ekonomi yang dapat mendukung 

pertumbuhan dan stabilitas ekonomi provinsi. Ini mencakup juga kebijakan 

fiskal dan perpajakan yang relevan. 

f) Pemantauan dan Evaluasi: Memantau serta mengevaluasi pelaksanaan 

kebijakan ekonomi dan program pembangunan untuk memastikan 

pencapaian hasil yang sesuai dengan rencana dan target yang telah 

ditetapkan. 

g) Pengumpulan dan Penyajian Data Ekonomi: Mengumpulkan data ekonomi 

yang akurat dan mutakhir, serta menyajikannya dalam laporan yang dapat 

digunakan untuk perencanaan dan pelaporan kepada pihak-pihak terkait. 

h) Penyuluhan dan Edukasi: Menyediakan penyuluhan dan informasi kepada 

masyarakat serta pelaku ekonomi mengenai kebijakan ekonomi, peluang 

bisnis, dan cara-cara untuk meningkatkan daya saing ekonomi. 



i) Pengelolaan Anggaran Ekonomi: Mengelola anggaran yang dialokasikan 

untuk program-program ekonomi, memastikan bahwa anggaran tersebut 

digunakan secara efisien dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. 

Tugas-tugas tersebut bertujuan untuk mendukung pengembangan ekonomi yang 

berkelanjutan dan memastikan efektivitas kebijakan serta program yang diterapkan 

dalam mencapai tujuan ekonomi Provinsi Lampung. 

 

2.4 Lokasi Perusahaan 

Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung berlokasi di : 

Jl. R.W Monginsidi No.69, Kec. Tlk. Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 

• Telp  : (0721) 481166 

• Email : biroperekonomian2017@gmail.com 

 

 

2.5 Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 
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